BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR °° TAHUN 2018

TIENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORG ANISAST, TUGAS DAN FUNGSI BERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIE DINAS PERHUBUNGAN

Menimbang

Mengingat

KARUPATEN BARITO SELATAN
NDENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAK,

haohwa untuk melpksanakan ketentuan Pasal 41 ayal (4}
Peraturen Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016 ientang
Perangkat Dacrah dan Pas al 20 ayat (3} Peraturail Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikas® Cabang Dinas dan Unii Polaksans
Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3] Peraturan Daerah Kahupaten
Darito Selaman Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentulkarn dan
Qyusunan Perangkat Daeral: Kabupaten Banto Selatan, Perlu
menetapkan Peraturan Bupatl rentang KeduduRkarn, Susunan
Organisast, Tugas dan Fungst serta Tata Kegja U it Pelaksana
Teknis Dinas Perhubungan kabupaten Barito Selatan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1950 tentang Penetuapan
Undang-Undang Darural Nomor J Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1I di Kalimantan (Lembaran
Negara Eepublik Indonesia Tahun 1953 Nomoer 9) sebagal
Undang-Undang (Lembacan Negara Republik Indonesia
Talhun 1959 Nomor 72, Tambshan Lomberan Negars
Republik Indoncsia Nomer 18205

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
{lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor &4,
Tambahan Lembaren Nuogara Republik indencsia Momeoer
4849);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 rentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik indonesia
Talin 2009 Nomor 96);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apsratur
Sipit Negars (Lembaran fegara Repubiik Indonesta Tahun
914 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubiil
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Undang-Undang  Nomeor 23 Tzhun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kal lerakhir cengan Undang-Undang Nornor 9
Tahun 2015 tentang Pervbahan Kedua alas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repuilik Indonesia Tahun 2015 Nomor
o8, lambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor
S3679);

Peraturan Perperintah Nomor 61 Tahun 2009 lentang
Kepelabuhanan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indonesia Nomor 5070), sechagaimuna telah diubsh
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tabhun
2009 tentang Kepelabrthan (Lembaran Negara Repubiile
Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indones a Numor 5731);

Peraturan Pemerintsh Momor 20 Tahun 2010 tentsng
Angkuran di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3207), sehagsimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 22 Tahuo 2011
tentang Perubahan Atas Peraruran Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 187,
Tambsahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3907);

Peraturan Pemenintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomaor 120, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Takun 2018 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomo - 5887);

Peraluran Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015
tentang Pengujian Berkals Kendaraaz Bermotor{Berita
Negara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

. Peraturan Menteri Dalary Negeri Nomor 13 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dacrabh {Beriw Negara
Republik Indonesia Tahunn 2017 Nomor 45 ik
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12. Keputusan Menten Perhubungan Nemor KM.73 Tahun 2004
lentang  Penyelenggaraan Angkutan Sungar dan Danay
sebagaimana  tclah  diubah dengan  Peraruran  Menters
Perhubungan Nomaor KM, 38 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Ferhubungan Nomor KM.73 Tahun
2004 tentang Pernvelenggaraun Angkutan  Sungai dan
Danauy;

13, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM, 623 lentang
Persvaratan Ambang Barzs Laik Jalan Kendaraan Bermotor,

Karoserl dan Bak Muatan seria kompunen—.koznpnnennya,'

-

i4. Perawuran Daerah Kabupaten Rarito Sclatan Nomnor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Barits Selaman (Lembaran Daerah
Kabupaten Baritc Sclatar Tahun 2016 Komor 3, Tambahan
Lembaran Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor
2);

15, Peraturan Bupati Barito Selatann Nomor 21 Tahun 2016
tentang Keduduikcan, Sustinan Organisasi, Tugas Dan Fungs:
Serta Tata Kerju Tinas Perhubungan Kabupaten Barito
Selatan {Berita Daerah Kabupaten Berito Sclatan Tahun
2016 Nemor 31);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan - PERATURAN BUPAT! TENTANG KEDUDUEKAN, SUSUNAN

URCGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
BARITO SELATAN.

BAB I
EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dialam Peraturan Bupaii ini, yang dimaksud d Engan :

LSS .

iy

o

Bacrah adalah Kabupaten Barito Selatan

Bupali adalah Bupati Barito Selatan,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaien Darito Selatan
Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermaotor selanjutnya dischui
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perh ubungan Kabupaten Barito
Selatan.

Unit Pelaksana Teknis Dermuga selanjutnva disebut Unir Pelaksana Teknis
Dermaga Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinus pada Dinas
Peritubungan Kabupaten Barito Selatan,

Kepala Sub Bagian Tata Uszha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada
Unit Pelaksana Teknis Dinas.
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Terminal adalah Tempat Turun Naik Penuwmpang, Bongkar Muat Barapy
vang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kubupaten Barite Selatan.

Pegawni Megeri Sipil vang selanjutnyg disingkat PNS adalah Aparatur Sipil
Negara pada Kabupaten Barito Selatan,

Jdabatan Pelaksany adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negars ¥ang
bertanggungjawab melaksanakan kegiatan  pelayanan publik  serta
administas: pemerintahan dan pembangunan,

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Neger Sipil yang
diberi Lugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang herwenang
unitik melaksanakan kegiatan vang sesuai dengan profesinya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan iugas Dinas.

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraiuran Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dings
Perhulungan Kabupaten Barjto Selatun.

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dim:desud pada avat (i}, meliputi ;

a. UPT Penguiian Kendaraan HBermotor kelas A

b. UPT Dermaga Buntol Kecamaran Dusun Selatan kelag a:

. UPT Dermaga Pendang Kecamatar Duysen Utara kelas B

¢, UPT Dermaga Buangkuang Kecamatan Jusun Rarau Kuala kelas B:
¢ UPT Dermaga Menglkatip Kecamatan Lusun Selatan kelas B: dan
L UPT Permaga Rantau Kujang Kecamutan Jenamas kelas 5.

BAB 1}
KEDUDUKAN, TUGAS POROK DAN FUNGS!
Bagian Kesaiu
Keduduksn

*isal 3
LPT Pengujinn Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Telnis
¥nas Perhubiingan Ka bupaten Barito Salatan.
UPT Pengujion Kendaraan Bermotor disimpin oleh Kepala UPT berada o4

bawah dan bertanggung  jowab kepada Kepala Dinas Perhubungan
Rabuparen Barito Selatan.

Pasal 4

UPT Dermags merapakan Unit Pelaksang Teknis Dinas P Thubungan
Kabupaten Barito Selatan.

UPT Dermaga dipimpin sleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan,
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Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi
Pasal 5

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor MEMPUNYal ugas melaksanakan
kegiatan lcknis operasional danjatan kegiatan (eknis penunjang tertentn
Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Szlainn,

Untuk melaksanakan tagas sebagaimana dimaksud pada ayval (1}, Uni
Pelaksana Teknis {UPT) Pengujian Kendaraan Bermaotor menyelenggarakan
fungsi

4. penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendarazn Bermotor;

b. pengembangan mode! atau sebagiail pengembangan model Pengujian
Kendaraun Bermotor:

c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait vang adg
fwbungannya dengan bidang tugas:

d. penyclenggaraan kepegawaian  dan  Sumber Daya  Manusia,
ketatausahaan, keuangan dan urusan rmamah tangga UPT Pengujian
Kendaraan Bermotor; dan

¥ PERYUsUnan dan peryvampaian laporan secara permadik.
Pasal &

UPT Dermaga mem punyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasionai
dan/atau  kegiatan leknis penunjang  tertenty Dinas Perhubungan
Kabupaten Bariio Selatan.

Untuk melaksanakan Wgas sebagaimana dimalesud pada ayat {1), Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Dermaga menyeicnggarakan fungsi

4. penyelenggaraan pelayanan turun naik penumpang dan Barang melajui
Dermaga;

b. penyclenggaraan pelayanan kapal bersandar dan herlabub;
pengembangan model atay schagiun pengem bangan modei Dermaga;

d. penyelenggaraan Koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada
bubungannya dengan hidang tugas;

€. penyelengparaan kepegawaian dan SOM, ketalansahaan, keuangan dan
urusan rumah langga UPT Dermaga; dan [ atau

™

penyusunan dan penyampaian laporan seesra periodilk,



BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

fi) Susunan Grganisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A terdiri dari -

(2
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a. Kepala UPT Pengujian Kendaraan Ber Jior;

b. Sub Baglan Tata Usaha; dan

€. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Strukuur Organisasi Pengujian  Kendarasn Bermotor Kelas A

sebagaimana lercantum dalam Lampiran 1 vang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ing.

Pasal &

Susunan Orgunisasi Dermage Kelas A terdini daysi
a. Kepala UPT Dermaga;

b. Bub Bagian Tata Usaha ; dan

¢ Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagan Struktur Organisasi Dermaga Kelas A sebagaimana tercantium dakam
Lampiran 1T vang merupakan bagisn  tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 9

Susunan Organigasi Dermaga kelas B terdivi dayj -
a. Kepala UPT Dermaga: dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagan Struktur Organisasi Dertnaga Kelas B sebagamana tercantizm
dalam Lampiran I ¥anig merupskan bagian ridalk ierpisahkan  dari
Peraturan Bupati ini.

BAB v

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSE JABATAK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesiatu
UPT Pengujian Kendacann Bermaror

Pasal 10

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakulkan
perencananan, pembinsan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan
peiaksanaan  Tugas  sesuai Peraturan PerUndang-Undangan  agar
pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil gluna,
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Uniuk melaksanskan tugas sebagaimana yong dimagsud pada avat {1},

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Berme tor menyelenggarakan {ungsi ;

a. menyusun dan  melaksanaksn  rencans keyja dan anggaran Unit
Pelaksana Teknis Pengujian Kendarasn Bermotor sesua; kewenangan;

b. menyusun dan melaksanakan resicana pelayanan uji Pengujian
Kendaraan Bermator dan retribusi:

€. menyiapkan pengembangan model asau sebagian pengembangan model
Pengujian Kendaraan HBermotor:

d. meiaksanakan pembinaan sumber d YA mManusia, adnunistrasi umon
dan kepegawaian, peAatausaiaan keusngan, sarana prasarana ;

€. membagl tugas dan mengendalikar pelaksanaan kegiatan Pengujian
Kendaraan Bermotor;

f. melaksanakan koordinesi dan kerjusama dengan unit kerja terkait
dalam pelaksanaan tugas dan fungs Pengujian Kendaraan Bermator;

g melaporkan pelaksanaan tugas UPT Pengujian Kendaraan Bermaotor;
dan {atau

h. melaksanakan tugas lainnya vang diberikan olek atasan/pimpinan
sesuai Peraturan PerUndang-Undangean.

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usabha mempunyas tugas melakukan wrusan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, scsual dengan
pedoman dan aturan vang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} Sub Bagian

Tata Usaha menyelenggarakan fungs -

4. menyusun  dan  melsksanakan rencana  keglatan  UPT Pengujian
Kendaraan Bermotor;

b. molalksanalkan adininistrasi kepegavalan, surat menvurar, data dan
doicumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan
limglkungan UPT;

mclaksanakan bimbingan dan membagi tageas:

ra

d. melaksanakan urusan rumah langga, penalausahaan administrasi dan
keuangan untuk mendukung kegiatar, Penguiian Kendarsan Hermotor;

. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi:
L membust lapuran pelaksanaan tugas dan fungsi; dan/atay

melaksanakan tugas lain vang diberizan oleh atssan/ pimpinan sssual
dengan Peraturan PerUndang-Undanoan.

il
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Bagian Kedua
UPT Dermaga Kelas A
Pasal 12

Kepala UPT Dermaga Kelas A mempumnyvai tugas mclakukan perencanaan,

pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan

Tugas sesual Peraturan PerUndang-Undangan agar pelauksanaan tugas

dapat berdayaguna dan berhasil suna.

Untuk melaksanakan (ugas sebagaimana vang dimaksud pada avat (1},

Hepaiz UPT Dermaga Kelas A menyelenggarakan fun gsi

4. menyusun  dan melaksanakan rencara kera dan anggaran Unit
Pelaksana Teknis Dermaga sesuai kewenangan;

. menyusun  dan  melaksanakan  rencana pelayanan Dermaga dan
reiribusi;

¢. menyiapkan pengembangan model azau sebagian pengombangan model
Dermaga;

d. melaksanakan pomnbinaan sumber uava manusia, administrasi wmnum
dan kepegawaian, pefiatausahaan kevan Pan, sarany prasarana;

e. membagi tugas dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Dermaga:

f. melaksanakan Kkoordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait
dalam pelaksanaan rugas dan fungsi Dermaga;

g mclaporkan pelaksanaan tugas UPT Cermags; dan [ atan

h. melaksanakan Llugas lainnya yang diberikan oleh aigasan/ pimpinan
sesual Peraturan PerUndang-Undangan.

Pasal 13

Sub Bagisn Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana. sesuai dengai;
pedoman dan aturan vang berlalou,

Untuk melaksanakan tugas schagaimar a dimadsud dalam pasal 8 ayal [1)

huruf b, Sub Baglan Tata Usaha menvelsnggarakan fungsi :

a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan UPT Derma B#;

b. melaksanakan adrministrasi kepegavaian, surat menyurat, data dan
dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemelibaraan dan keamanan
lingkungan UPT;

¢. melaksanakan binbingan dan membegi tugas;

d. melaksanakan urusan rumah tanpgaa, penatausahaan admintstrasi dan
keuangan untuk mendukung kegiatan Dermaga;

¢. melaksanakan koordinasi dan kerjssama dengan unit kerja werkait
dalam pelaksanaan tugas dan fangsi;

. membuat laporan pelaksanaan tugas Jdan fungsi; dan { atau

g mclaksanakan tugas lain yang diberisan oleh atasan/ pimpinan sesuai
dengan Peraturan PorlUndang-Undanzan.
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Bagian Ket gs
UPT Dermaga felas B
Pasal 14

Kepals UPT Dermaga Kelus B mempunyas tugas melalukan perencansan,
pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan
Tugas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar petaksanauan gas
dapal berdavaguna dan berhasil guna

Uniuk melaksanakan tugas schagaimana vang dimaksud pada avat {1],
Kepala UPT Dermaga Kelas B menyelenggarakan fungsi :

. menyusun den melaksanakan rencens kerja, kegiatan dan anggaran
Unit Petalesana Teknis Dermaga sesuai kewenangan:

b, menyusun dan melaksanakan rencana pelayanan  Dermaga  dan

retribust:
¢. menviapkan pengembangan mode] atau sebagian pengembangan model
Liermaga;

d. melaksanakan pembinaan sumber dayvd manusia, administrast umum
dan kepegawaian, pefiatausahaan keuangan, sarana DIASArana |
melaksanakan uriisan rumah langga, penatausahasn administrasi dun
keuangan untuk mendukung kegiatar Dermaga;

12

mictnbagt tugas, membimbing dan mengeadalikan pelaksanaan kegiatan
Dermags;

Iy

g. melaksanaksn administrasi kepegawaian, surat menyvurat, dalz dan
dokumen, perlenglapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan
ILngkungan UPT;

h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dermaga;

i. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Dermaga;

i membuart laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan J atau

k. mclaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan

sesual Peraturan PerUndang-Undangan.

Bagian Keco:pat
Helompok Jabatan Fungsionai
Pasal 15

Kelompek Fungsional berkedudukan di bawah dan bertangpungjawab
sceard  langsung  kepada  pejabat phmpinan  tinggi  pratama. pojabat
admunistrater, atau pejabat pengawas vang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jubulan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional scbagumana ayat {1} mempunyal tugas
memberikan pelayanan fungsional vang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan terteniu.

Kelompok Jabatan Fungsional mempuayai tugas dan menvelenggaralean
fungs: sesual dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.
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BAE Wi
TATA KERJA
Pasul 16

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Keias A, Kepala UPT Dermagna
Kelas & dan B berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan selurnh
kegiatan pejabat struktural, Pelaksana dan pgjabat lumgsional pada unit
keva,

Kcpals UPT Pengujian Kendarsan Bermotor Kelus A, Kepala UPT Dermaga
Kelas A dan B berkewajiban melatsanakan koordinaasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi pada unit kerja.

Sub Bagian Tata Usalia dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang
dalam melaksanakan tugss berada 4@ bawsh dan hertanggung jawab
kepada atasannya.

4] Acpala Sub Bagian Tata Usahs berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplilikasi sesuai dengan bidang
ugasnya.

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, Kepala UPT Dermaga
Kelas A dan B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing
bertanggung jawab mnemberikan bimbingan atau pembinaan kepada
bawahennya seria melaporkan hasil-hasil polaksanaan tugas menurut
Jjenjang jabatan masing-masing.

BAB VII

JABATAN

Pasal 17
Kepata UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, Kepala UPT Dermaga
Kelas A adalah Jabatan Straktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
Kepala UPT Dermaga Kelas B adalah Jzbatan Strukiural Eselon iV.b atau
Jabatan Pengawas;dan
Kepala Sub Bagian Taia Usaha adalah sabatan Struktural eselon IV b atau
Jabaian Pengawas,

BAB V11

FENGANGEATAN DAN PEMBERHIINTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

Kepala UPT Penguiiun Kendaraan Bermotor Eelas A, Kepala UPT Dermaga
Kelas A dan B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaba diangkat dan
dibcrhentikan ecleh Bupati berdasarkar Peraturamn Perlndang-Undangan
vanyg berlakuy,

Pengangkatan sebagaimana dimaksud avat {1}, wajib mengikuti standar
kompetensi leknis bidang sesuai dengan DPeraturan Menteri dibidang

M&ESHg-masing.
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BAB IX
FENDANAAN
Pasal 19

Segala biava untuk pelaksanaan kegiatan UPT Penigujian Kendaraan Bermolor
Kelas A, Kepala UPT Dermaga Kelas A dan B pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Barile Selatan dibebankan pads Anggaran Pendapatan dan Belanj:
Daerah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Barito Sclatan dan dapat
diberikan bantuan lain vang sah dan tidak nengikat sesual dengan ketentuan
Peraturan PerUndang-Undangan.

BABR X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

{11 Peraturan Bupati ini diberlakukan paling lambat 6 (enam) bulan seteiah
diundangkan.

Pads saat berlakunva Peraturan Bupar ini sclurub jabatan vang ada
beserta Pejabal pada Unit Polaksana Tekais Dinas Perhubungan Kabupaten
Barito Selatan tetap melaksanakan tugsisnya sampai dengan diangkatnya
pejabat baru berdasarkan Ketentusn Peraturan PerUndang-Undangan yaung
herlaku.

[
2

BAB x|
KETENTUAN LA N-LAIN
Pasal 21

1] Terminal adalah Tempat Turun Naik Fenumpang, Bongkar Muat Barang
vang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Sclatan.

(2] Terminal sebagaitiana dimaksud dalam avat {1}, menyelengearakan rigas
dan fungsi sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

{3) Tugas dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan kepala Dinas

sesual Peraturan PevUndang- Undangan,

Dalam melaksanakan Terminal, Kepaln Dinas Perhubungan Kabupaicn

Barito Sclatan  menujuk Aparatur Sipil Negara sebagal Koordinator

Lapangan atas perselujuan Bupati Barits Selatan,

F—E

Pagal 22

(1} Koordinator Terminal berkeduduken di bawsh dan bertanggungiawab
kepada Kepala Dinas;

(2} Koordinator Terminal dipimpin oleh seo rung Koordinalor yang berasal das

Pegawal Aparaiur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito

Selaian;
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() Jabatan kKoordinator Terminal bukan jal:atan struktural;
{9} Tugas dan fungsi Koordinaior Terminzl akan diatur lebib lanjut dengan
reputusan Kepala Dinas Porhubungan  sesual Peratuyen PerUndang-

Tndanean
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Pazal 22
Fada saat Peraturan Bupail ini mulai berlaku, Perarran Bupati Barito Sclatun
Nomor 19 Tahun 20i3 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana
tekris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito
Selatan {Berita Diaecrah Kabupeten Barito Sclatan Tahun 2013 Nomor 14}

dicabut dan dinvataben tidak nerlaku,
Puasal 24
Persturan Bupati ind mulad berlaku pada ranggal diundangkan,
Agar scliap urang mengetahvinya, memerisitahikan pengundangan Peraturan

T
Supati ind dengan pencmpalannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bariw

Selatan

Ditetapkan di Buniok
Pada fongoed o GO1E

Diundangikan di Buntok
Pada tanggal - .. .4 238
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LAMPIRAN T

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR i TAHUN 2018

TENTANG

EZDUDUEAN, SURUNAN ORGANISASE, TUGAS DAN
FUNGS! BERTA TATA KERJIA UNIT DPELAKASANA
: [5 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO

AL LN

BAGAN STRUKTUR URGANISASI
UNIT PELAKSANS TEKNIS
PENGILIAN KENDARA S N REPMOTOR
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LAMPIRAN 17

PERATURAN BUPATI BARSTO SELATAN

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

REDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASE TUGAS Dan
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKAZANA
TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KARUPATERN BARITO
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANSA TEKNIS
DERMAGA KELAS
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